


|
@ 6.01.01.01.001. 504 |
Pedoman PPBJ Perubahan ke -7

a

PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPPRES RI NOMOR 80 TAHUN 2003
DAN PERUBAHANNYA

e

171

Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah : Keppres RI Nomor
80 Tahun 2003 dan Perubahan...

- Mark Twain - 2009

| g I WAL UL, XOT |

Pedoman Penyosunan Standar

t. Pedoman Pemyusunan dan Penerapan Siandar
Pelayanan Minimal [ PF &1 No. 85 Tahun 2005

2. Pangelofam Keuangan Badan Layznan Umurn ]

[ P Fl Ho. 25 Tahun 2005 ) “
. 3, Pedoman Pemyalenggerass Pendafaran Penduduk E

«dan Pencatatan Sipil di Dacrah -
| Peemendagri No, 28 Tafun 2005

& 2k Tekniz Pamy dan Pensta
5 an Minimal -
N BROV JABAR ema)
HAAN *snyusunan Indeks Kepuadan |
= . “elayasen IngtangiPemesimah
_KERTEM PANIZ00 |

ransparznsi dan Akuniabilitss
|gasaan Pelayanan Publik
=~ KEPT2BMLPANIIT0 |

176 177

Pedoman Tata Naskah Dinas :
Permendagri Nomor 1 Tahun
2005

Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) 2008

Tim Fokusmedia Badiklat Depdagri
2008 2006

UILENGK 25
PERPRES
TENTAN, RiNo. 951,
ATAS?(PEEUB‘”M e
HRENS s

- PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN
BARANG/JASA

PEMERINTAH

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR &1 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80
TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

A

BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR B TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAMN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
pHUM 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
R /. Da AN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2006
RUsAHAM XELIMA ATAS KEPUTUSAMN PRESIDEN
FHUN 2002 TENTANG PEDOMAMN PELAKSANAAN
ATAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MURAN FRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2006
=aPUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN

172

Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

2007

@.ﬂw :
6.01.01.01.001. 508 |

| Penuntun Per-UL RI | I8 oieadgl
M Gru | -

, Perundang-undangan
- Negara Republik
' Indonesia

'5 Muchtar Rosyidi

179

Penuntun Perundang-undangan
Negara Republik Indonesia

Muchtar Rosyidi
2006

' PEDOMAN PEMBINAAN
. DAN PENGAWASAN

- PENYELENGGARAAN
.  PEMERINTAHAN

| DAERAH
| .

i 17 Paraturan Pemenintatr B Nemo: T8 Tahun 2005
i

1
| Tantang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGA- )

WASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
L) FRE K
EAR smerntaf RPSmar 23 Tahan 2007 10 J

|
0 |
OMAN TATA CARA PENGAWASAN
ELENGGARAAN PEMERINTAHAN |8

174

Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Tim Fokusmedia
2007

PEDOMAN PELAKSANAAN

JENGADAAN

BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERPRES NO. 95 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

. PEN N BARANG/JASA PEMERINTAH
[ ' [ ooso1.02.4507990002000 |
6010101001, 505 | |
[ Pedoman PPBJ Pemerintah |
| VisiMedin =~ |
_ Visimedia

192

Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dari Keppres

80/2003 Sampai Perpres 95/2007

2007

el i

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 59 TAHUN 2007

PEDOMAN
PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

DILENGKAPI
GAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

175, 193, 1861

Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 : Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

2008

" PERATURAN

) mexrei oaum IR
ERI NOMOR 17 )

194

Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Tim Fokusmedia
2008



|g} 6010101000 4‘
Tata Ca r.m.;e;oha BMN

T_ATA CARA
PEDOMAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN TATA CARA KEPUTUSAN KEPUTUSAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BARANG PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN
BELANJA DAERAH : LAPORAN DAN DIRJEN PAJAK DAN DIRJEN PAJAK
MILIK NEGARA PERTANGGUNGJAWABAN i —
( A " P. B - D ) 3 BENDAHARA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PETUNJUK PEMOTONGAN
TAHUN ANGGARAN 2008-2009 _ SERTA PENYAMPAIANNYA (PPN ) PAJAK pir:ﬁunsmm
N:ﬁ.r.::geaa;:;_rggfgoﬁf:ng:::g PERATURAN MENTER!| DALAM NEGERI 2005 I(2'01.15'
ey NOMOR 55 TAHUN 2008 -
ﬁ PEMINDAHTANGANAN E.#R..\TANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BROV ABAR . ;
NOMOR 30 TAHUN 2007 & - zmo:;?im:‘r( ﬂtﬁrzt;;? ‘? gtn 19
e R e e
ENTERI DALAM NEGER . 7=
32 TAHUN 2008 IL:
195 208-210, 652-653 211-214 276 291
Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan  Keputusan Menteri Keuangan  Keputusan Menteri Keuangan
Pendapatan dan Belanja Daerah Pengelolaan Barang Milik Penyusunan Laporan dan Dirjen Pajak Tentang Pajak dan Dirjen Pajak Tentang
(APBD) Tahun Anggaran 2008- Negara Pertanggungjawaban Pertambahan Nilai (PPN) 2005  Petunjuk Pemotongan Pajak
2009 Bendahara Serta Penyampaian.. Penghasilan (PPh) 2005

Tim Fokusmedia
2008

HIMPUNAN
KEPUTUSAN

MENTERI
PENDIDIKAN

NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

1 Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Th. 2005

1 Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Th. 2004

4 Keputusan
Menteri Pandldlkan Nasional Th. 2003

8 Kep

Tim Fokusmedia
2008

l PEDOMAN
i PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

BAN MENTERI DALAM NEGERI
MOR 59 TAHUN 2007

AN MENTERI DALAM NEGERI

Tim Fokusmedia
2009

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG

PEDORAN PENTISTRE
GARAN ENDAPHTAN DA BELANI DAERAR
TARVR RRGGARAN 2012

2005

PEDOMAN PENYUSUNAN

APBD Tahun 2012

FIERRUTRAR (TS0 WRLATE Y fTOToR &2 TR A

| Dan
 PINJAMAN DAERAH

© AR R YR I¥ RS ASOIToR S vt A

2005

Edisi 2013

K Panduanmlzamprehensif
Pajak Penghasilan

Profl'il.mad MSc., Ak., Ph.D.

!ﬂa

ﬁfvmm dikan ﬂs'ﬂ”h 2002 MOR 21 TAHUN 2011
305 953-955 965 1048 1462-1463
Himpunan Keputusan Menteri Permendagri Nomor 21 Tahun Pedoman Penyusunan Anggaran Pedoman Penyusunan Anggaran Panduan Komprehensif Pajak
Pendidikan Nasional Republik 2011 Tentang Perubahan Kedua Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan dan Belanja Daerah Penghasilan
Indonesia Atas Permendagri Nomor 13 Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 dan
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pinjaman Daerah
Redaksi Sinar Grafika Pengelolaan Keuangan Daerah Gunadi

2006 20M 20M 20M 2013



"] MOCH. ARIEF RISMAN

Panduan Praktis

4 PROV LABAR . .
waan 2

Bagi Bendahars Pemeriymab Ustuk Melakukan Pemotongan
4 1pajak'negara pada setiap pembayaran atas belanja bararg

Matgr buky in dapar di gunakan oleh mahasiswa, dosen y

+raktisi perpajakan, serta masyaral kat umu m
e
. (FP Fokusmedia
1482-1484

Panduan Praktis Perpajakan
bagi Bendahara Pemerintah

Moch Arief Risman
2013




